
BUPATI HALMAHERA BARAT

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TtrKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN IIARI RAYA DAN GAJI KF]TIGA BtrLAS
KEPADA APARATUR NI'GARA YANG BERSUMBtrR DARI ANGGAILAN PENDAPA'I'AN DAN

BEi-AN J A DAT'RATI KABUPA'TEN HALMAFIERA I]ARAT
]H.I-IUN ANGGARAN'202'2

Menimbang: a.

DI'NGAN RAI{MAT TTIHAN YANG MAHA ESA

BUFATI HALMAI]trRA BARAT,

bahu,a untuk rri.elaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan
Pernerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya clan Gaji I{etiga Ilelas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerirna Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2A22 dan Peraturan Menteri Keuerngan Nomor 75|PI|{IK.AS|2A22
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Had
Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunau,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemkrerian
Tunjangan Hari Ra-va dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara
yang bersumber dari Anggaran Penrlapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Haimahera lJarat Tahun Anggaran '20'22;
bahu'a berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan peraturan Bupati tentang I'}etunjuk Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara -vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belarrja Daerah Katrupaten Flalmahera Barat Tahun Anggaran '20'22.

Undang-unclang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomol 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Srx,atantra Tingkat
I Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nornor 1 Tahun 2003 tent-ang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Hahnahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Ma1uku Utara;
Undnng-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor +7,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a186);
Undang-Undang Nomol 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerjntahan Daeralr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun '2014 Nomor 241,
'Iamtrahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor' 55871
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor '23 Tahun '2014 tentang Pemerintahan Daerah
(l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

Mengingat: 1.

b.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s221;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian
T\:njangan Hari Raya dan Gaji Ketlga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Peneri:r.a Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 108);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

9, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05f '2A2'2 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian 1'unjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 202'2 yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat Nomor 2 Tahun 2O2L
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten }{ahnahera
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (l,embaran Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Nomor 1 Tahun 2422
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Bar:at Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Halrnahera Barat Tahun '2022 Nomor 1);

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun '2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja f)aerah Tahun
Anggaran '20'22 (Berita Daerah Kabupaten Halrnahera Barat 'fahun
2022 Nomor 2).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO /2069 ISJ tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran '202'2

MEMUTUSKAN:

PtrRATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PtrMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
APARATUR NEGARA YANG BERSUMRER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN IIALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 20'22,

Menetapkan :

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

I)alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urLISan pemerintahan yang menjadi
kew'enangan Daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oletr
Pemerintah Daerah dan Dernan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dewan Perw,akilan Rakyat I)aerah -yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Der.l'an

Penn'akilan Rakryat Kabupaten Halmahera Barat.

5.

6.

7.

10.

11.

12.



5.
6.

Bupati adatah Bupati Halmahera Barat.
Pejabat Negara ada-lah Pejabat yang lingkungan keg'arrya berada pada lembaga
Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang
fungsi atat kelengkapan Negara, bertugas meqjalankan fungsi untuk dan atas nama
Negara sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang seLanjutnya disingkat PNS adal,ah Warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina !<epegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah \,varga Negara
Indonesia yang belum diangkat sebagai aparatur sipii Negara secara tetap oieh
pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegaw-ai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang seianjutnya disingkat PPPK
adalah Warga Negara Indonesia _yang memenuhi syarat tertentu, yarrg diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

1O. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnl,a disingkat APtsD adaiah
dokumen keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1 1. Surat Perintah Memba-,gar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen ).ang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPASKPD).

12. Surat Perintah Pencairan Dana -yallg selanju.tnya disebut SP2D adalah surat
perintah yang diterhitkan oleh Kuasa Ilendahara Umurl Daerah untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah Kabupaten
Halrnahera Barat berdasarkan SPM"

13" Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam trentuk uang sebagai
imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan
rnenurut satuan perl'anjian kerja, ke sepakatan atau peraturan perundang-undangan.

14.IF.an Raya adalah Hari Raya Idul I'-itri.

BAB II
PBMBERIAN TUNJANGAN FIARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pernerintah Daerah rnemberikan Tunjangan Hari Raya dan Claii Ketiga Belas Tahun '202'2

kepada Aparatur Negara.

Pasal 3

Aparatur Negara sebagaimana <limaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a.. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) .vang bekerja pada instansi
Daerah;
Bupati dan Wakil Bupati;
Pirnpinan dan Anggota Dern'an Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

Pimpinan Radan Layanan Umurn Daerah (BLUD);
Pegawai non-Pegavi.ai ASN yang bertugas pada Instansi Daerah yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

PNS sebagaimana dimaksud pada ay-at (1) huruf a adalah:
a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pernerintah di Luar Pemerintah

Kabupaten Halmahera Barat yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat;

b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
c" PNS Penerima uang tunggu;
d. Penerima gaji terusan dari PNS .vang meninggal dunia, tewas atau gugur.

7.

(1)

C.

d.
e.
f.
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Pasal 4

T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Beias Tahun 2022 tidak diberikan kepada:
a. PNS yang sedang menjalani cnti diiuar tanggungan negara; dan
b. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemertntah yang gajinyzr dibayar oleh

instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

I'unjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana
ditraksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi :

(1)

a.
b.
\.
d.
e.

gaji pokok;
tunjangan keluarga;
tunjangan pangan;
tunjangan iabatan atau tunjangan umum; dan
50 % tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jatratat:, atau
kelas jabatann1,2, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas Iiskal
daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

('2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS sebagaitrana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, rneliputi :

80%" (delapan puluh persen) dari gali pokok PNS;
tunjangan keluarga;
tunjangan pangan;
tunjangan jabatan alau tunjangan urnum; dan
50 %, tunjangan kineqja sesuai jabatan, pangkat, peringkat .jatratan, atau
kelas jabat.annya. dengan rnernperhatikan kemarnpuan kapasitas fiskal
daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bttpati dan Wakil l3upati
sebagairnana dimaksud dalam Pasa13 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjanganjabatan.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
kedudukan keuangan kepala daerah dan wakii kepala daerah.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf d. paling banyak sebesar:
akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan
pimpinan dan anggota DI'}RD sesuai ketentuan peraturan perundang-unclangan
)rang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Tunjangan Hari Ra-v-a dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan BLUD dan pegawai
non-Pegawai ASN sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan
huruf f paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkert
jabatan, atau kelas jabatan seta.ra, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas
hskal daerah dan se suai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sebesar
komponen penghasiian yang dibayarkan pada bulan April 2022.

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksurl dalam Pasal ') dibayarkan sebesar
komponen penghasilan --vang dibayarkan pada bulan J:uni 2O22.

a.
b.
C.

d.
e.

(3)

(4)

(s)

{1)

{2)

a



{1)

(2)

(r)

t2)

(3)

t4)

(3)

l4i

(s)

(4)

Pasai 7

Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasiian setragaimana dirnaksucl
dalam Pasal 6 ayat (1) maka Tunjangan Hari Ra,va diberikan salah satu yang
jumlahnya lebih besar.

Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya rnaka kelebihan
pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima
Tunjangan jandalduda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sebagai penerima
pensiunan janda/duda cl,a:nl at-am Tlrnjangan Hari Ra-r,.a sebagai penerima
Tuqjangan janda/duda.

Tunjangan Hari Raya bagi penerima gaji terusan dari I'NS,yang rneninggal dunia,
tervas atau gugur yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) trulan gaji temsan pada
bulan April.

Pasal 8

Dalam hal PNS menerirna lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dirnaksucl
clalam Pasal 6 ayat (21 maka Gaji Ketiga Belas ditrerikan salah satu yang
jumlahnya lebih besar'.

Dalam hal PNS menerima lebilr dari 1 (satu) kali Gaji Ketiga Belas maka kelebitran
pembayaran tersebut. merupakan utang dan u,ajib mengembalikan kepada Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima
T\rnjangan janda/duda maka diberikan Gaji Ketiga Belas sebagai penerima
pensiunan jand"a/duda dan/ atau Gaji Ketiga Belas sebagai penerima Tunjangan
janda/duda.

Gaji Ketiga Belas bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggai dunia.
tewas atau gugur yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada
bulan Juni.

BAB III
WAKTIJ PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

GAJI KETIGA BELAS
Pasal 9

Ttrnjangan Hari Ra5ra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan :

a. Paling cepat 10 (sepultih) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
b" Dalam hal T"unjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dapat dibal,arkan, dapat ditrayarkan setelah tanggal Hari Raya-

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 dibavarkan :

a. Paling cepat pada buian.Juli.
b. Dalam hai Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum

dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Beias dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2

tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturarr
pemndang-undangan.

(1)

d



(2) Tunjangan Hari Raya clan Gaii Ketiga Belas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2
clikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 1 1

Pembayaran Tr-rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 dibeLrankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022.

Pasal 12

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna AnEgaran menga-iukan SPM Tunjangan Hari
Raya dan SPM Ciaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten HaLmahera Barat.

t2) SPM Tunjangalr }Iari Raya rian SPM Gaji Ketiga lfelas sebagaimana dimaksurl
pada a1,at (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari sPM gaji bulanan,

(3) Jenis SI,M sebagaimana dimaksud pada a7,at (21, terrnasuk digunakan untuk
pembayaran kekurangan atau sltsulan Tunjangall i{ari Raya dan pemboYo,ran

kekurangan atau susulan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 13

Irenerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengatrami mutasi
p1rrdah agar rlicantumkan keterangan pernbayaran Tunjangail Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas telah dibayarkan atau beium dibayar-kan.

Pasal 14

Tatzr cara penerbitan dan pengajuan Surat Per-rnintaan PembaYaran (SPP), SPM dan
SP2D Tunjangan Har:i Ra,va dan Gaji Ketiga Belas diatur mengikttti ketentuan rnengenai
t-ata cara peiaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB V
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 15

Pengendalian interrral dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-unclangan.

a-



BAB VI
KtrTENTUAN PBNUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangp;al diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya clalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera Barat,

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI RA BARAT,

JAIVIES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HAIMAHERA BARAT

SYAIIRIL ABDURRAJA}I

BERITA DAERAH KAITUPATEN FIALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 41

Ass. Bid. Administrasi Umum
Inspektur Inspektorat

Kabag Hukum & Orgs

Sesuai dengan salinal aslinya
IAN HUKUM DAN ORGANISASI
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